
BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI  SUMATERA BARAT

KBPUTUSAN  BUPATI  PESISIR  SELATAN
NOMOR : 890/    2S    /BKPSJ)Nl-2022

TENTANG
PENETAPAN  MAJEL,ls PERTIMBANGAN  PEGAWAI

DI  LINGKUNGAN  PEMERINTAH  KABUPATEN  PESISIR SELATAN

BUPATI  PESISIR  SELATAN

Menimbang          :     a.      bchwa     untuk     melaksanaJcan     tertib     adminj8trasi
kepegawalan   khususnya   yang   berhubungar]   dengan
penbinaan  bach  ApaLratur  Sipil   Negara  yang  meliput)
penegakan      disiplin,      penolakan     atau      pemberian
rekomendasi   izin   perceraian,    memasuki   nasa   pro
pensiun,     pensjun     atas    permintaan     scndin     dan
pcrpanjangan  batas  usia pensiun pcrlu  adaLnya Majelis
Pertimbangan Pegawal ;

b.      bahwa      I)erdasarkan      pertinbangan      sebagainana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Kcputusan Bupati
Pesisir Sclatan tentang Penetapan Majelis Pertimbangan
Pegawai  di  Lingkungan  Pemerintah  ffabupaten  Pesisir
Selatan;

Mengingat             :      1`       Undang-Undang    Nomor     12     Tahun     1956     tentang
Pembentukan    Daerah    Otonom    Kabupaten     Dalam
Lingkungan     Daerah     Propinsi      Sumatera     Tengah
(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun    1956
Nomor  25),   sebagaimam  te]ah  beberapa  kall  diubah
terakhjr dengan  Undang-Undang Nomor  7 Tahun  1965
tentang  Pembentukan  Daerah  Tingkat  [1   Sarolangun-
Bangko Dan Daerah Tingkat 11 Tanjung Jabung Dengan
Mengubah    Undang-Undang   Nomor    12   Tahun    1956
tentang  Pembentukan  Daerah  Otonom   Kabupaten   Di
Propinsi  Sumatera  Tengah  (Lembaran  Negara  Republlk
Indonesia Tahun  1965  Nomor 50,  Tambahan  Lembaran
Ncgara  Nomor 2755) ;

2.      Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014  tentang Aparatur
Sipi]   Negara   (Lembaran    Negara   Republik   Indonesia
Tahun   2014   Nomor   6,   Tambahan   Lembaran   Negara
Ftcpublik Indonesia Nomor 5494);

3.      Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014     tentang
PemeTintahan    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia     Tahun     2014     Nomor     244,     Tambahan
Lcmbaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor   5587),
sebagainam    telah    beberapa    kali    diubah    tcrckhir
dengan  Undang-Undang Nomor  11  Tahun 2020 tentang
Cipta    Kelja    (Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Tahun  2020  Nomor  245,  Tambahan  I.enbaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);



Mcnetapkan
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KEL)|JA

4.       Undang-Undang    Nomor    30    Tahun     20]4    Teritang
Admini8trasi  Pemerintchan  (I,€mbaraTi  Negara  Republik
Indonesia     Tahun     2014     Nomor     292,     Tambahan
ljembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 );

5.      Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  tentang
Sistem    Pcngendalian    lntern    Pemerintah    (Lembaran
Negara   Republik  Indonesia  Tahun   2008   Nomor   127,
Tambahan Lembaran Negara Repubuk lndoneisa Nomor
4890);

6.      Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2017  tentang
Pembinaan       dan       Pengawasan       Penyelenggaraan
Pemerintah     Daerah     (Iirmbaran     Negara     Republik
Indonesia Tchun 2017 Nomor 73,  TanbahaLn  Lembaran
Negara Repubnk [ndonei9a Nomor 6041);

7.      Peraturan  Pemenntah  Nomor  17  Thhun  2020  tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerlntan Nomor  1 I  Tahun
2017     tentang     Manajemen     Pegawal     Ncgcri     Sipil
(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Taliun   2020
Nomor 68);

8.      Pcraturan  Pemenntah  Nomor  79  Tahun  2021  tentang
Upaya  Administratif  dan  Badan  Pertimban8an  Apatur
Sipil   Negara   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun  2021  Nomor  175,  Tambahan  L¢mbaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 6705);

9.      Peraturan  Pemenntah  Nomor  94  Tchun  Z021  tentang
Disiplm     Pegawar     Negeri     Sipil     (Lembaran     Negara
Republik Indonesia Tahun 2021  Nomor 202 , Tambahan
I.¢mbaran Negara Republik lndone8ia Nomor 6718);

|0      Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21
Tahun  2013 tentang Ketentuan  Pelaksanaan P¢raturan
Pemermtah   Nomor   53   Tahun   2010   tentang   Di9iplin
F'egawai  NegeTi  Sipil;

11.     Peraturan    Daerah   Nomor   02    Taliun   Z02l    tentang
Perubatian acas Peraturan  Daerah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pemt)entukan dan Susunan Perangkat I)aerah;

MEMUTUSRAN:

Menetapkan   Majelis   Pert]mbangan   Pegawai   di   Lmgkungan
Pemerintali      Kabupaten      Pesisir     Selatan,      sebagamana
tercantum dalam LAmpiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dart Keputusan Bupati in!,
Tugas  Majelis  Pertimbangan  Pegawai  sebagaimana  dtmaksud
Diktum  KBSATU  sebagai benkut:
a,       Ketua

1.      Membenkan  pertlmbangan  kepada  pimpinan  atas
usiil  pcnjatuhan  hukuman  disiplin  tingkat  sedans
dan   berat   sebagaimana  dlurut  dalam   Pcraturan
Pemenntah  Nomor 94 .l`ahun  202]  tentang I)isiplin
lJegawai  Negeri  Sipil;

2.      Memberikan      pertimbangan      kepada      pimpinan
mengenai   izin   perceraian   Pegawai   Negcri   Sipi]   di
llngkungan Pemerintah Kabu paten Peai8Ir Sclatan:



/
3.      Memberikan  pertjmbangan  kepada  pjmp].nan  atas

u@ul    pemberhentian    Pegawaj    Negeri    Sipfl    ata9
permohonan    sendiri    (ikut    berpartisipasj    dalam
Pariaj  politik,  sakit  menahun,  dan  lain-lain)  dan
pert]mbangan masa persjapan pens].un (MPP),

b.      Anggota

jabatan pada bjdang masing - masing;
Mengundang  pejabat  lain  yang  diperlultan   untuk
didengar   pcnjelasan   dalam   sidang   sesuaj   hasil
rapat  Majel]'s Pertimbangan  Pegawai;
Menyiapkan     hasjl    dan     laporan     pertimbangan
Majelis  Pertimbangan  Pegawai  untuk  disampaikan
kepada pr.jabat .\tang berwenang.

1.      Menghadiri    sidang-3idang    Majelis    Pertimbangan
Pegawal;

2.     Turut serta secara aktif memberikan pertinbangan
dan     Saran     scsual     dengan     ketentuaLn     yang
mengatur;

3.      Melakukan  tugas lain yang ditentukaLn olch ketua.
Koordinator   Bidang   Pengembangan   Kompetensi   dan
Penilaian Kineq.a Aparatur Sipil NegaTa.
Mengkoordinir pelaksanaaLn  sidang berdasarkan / sesuaj
dengan  bidang  tugas  Pcngembangan  Kompetcnsi  dan
Penllalan  Kiner}a  Aparatur  Sipu  Negara,  secara  terinci
mempunya] tugas sebagai berikut:
I.      Menerima   surat/informasi    tentang   pelanggaran

8:;']?,]'nPeyi:w8ardj'N¥gue#s:i:,?::::nw:e8fi=quanNe8e=
Pegawai   Bulanan   serta   permohonan   percerajaJ.
bagi  Pegawai Negeri Sipil di lingkungan  Pemcrintah
Kabupaten Pesisir Selatan;

2.     Menyiapkan   pertinbangan   Majeli8   Pertinbangan
Pegawai  untuk  disampaikan  kepada  pejabat  yang
berwenang.

Koordinator   Bi.clang   Pengadaan,    Pemberhentian   dan
lnfomasi Aparatur Sipil Negara.
Mengkoordinjr pelaksanaan sidang berdasarkan/ sesuai
dengan  bidang  tugas  Pengadaani   Pemberhentian  dan
lnfomasi     Aparatur     Sipil     Negara,     secara     termci
mempunyai tugas sebagal berikut:
I.      Menenma   surat/informasi    tentang   permohonan

pemberhentian       Pegawai       Negen       Sipil       atas
pemohonan    sendir]    (ikut    berpartisipasj    dalam
partai    poll.tik,    Sakit    menahun,    dan    laln-lain),
permohonan   mema§uki   Masa   Pcrsiapan   Pensiun
bagi  Pegawai Negeri  Sipil di lingkungan Pemenntah
Kabupaten Pe8isir Selatan,

2.      Men}'iapkan   pertimbangan   Majelis   Pertimbangan
Pegan'ai  untuk  disampa]kan  kepada  pejabat  yang
be"'enang`

Sekretariat
Mempunya] tugas sebagai berikut:
I.      Membantu   sekretaris   dalam   menyiapkan   bchan

sidang Majelis Perdmbangan Pegawai;
2       Menyiapkan   bahan   sidang,   sesllai  dengan   tugas

3.
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KEDELAPAN

Sidang Mqjelts Pertimbangan Pcgawai sebagai berikut;
ai      Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh calon pegawai

Negeri    Sipil,    Pegawai    Negeri    Sipil    di    Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

b.      Pemberian   izin   permohonan   perceraian   bagi   Pegawal
Negeri   Sipn   di   LingkungT    Pemerintah    Kabupaten
Pe9isir Selatan ;

C.       Pemberian   izin   permohonan   pemberhentian   Pegawal
Negeri Sipil atas permohonan sendiri (ikut berpartisipasi
dalam partai pditik, sahit menahun, dan lain-lain);

d.      Pembenan izin permohonan memasuki Masa F'ersiapan
Pensiun    hath    Pegawal    Negeri    Sipil    di    Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Majelis  Pertinbangan  Pegawai  sebagaimana  dimaksud  padaL
Diktum KBSATU bersidang sekurang-kurangnya cekali dalam
3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.
Sidang Majeljs Pertimbangan Pegawai dinyatakan sah apabila
dihadin  oleh  Ketua,  Sekretaris  dan  sekurang-kurangnya  3
(tiga) orang anggota.
Mace   keanggotaan   Majen8   Pertimbangan   Pegawai   adalah
paling  lama  3  (tiga}  tahun,  mulai   1  Januari  2022  sampai
dengan   31   December  2024,   dan   dapat   diangkat  kembaLi
untuk nasa keanggotaan berikutnya.
Kepada     tim     sehagaimanaL     dimaksud     dalam     lampiran
keputusan ini diberikan ineentif setiap rapat,
Segala  biaya  yang  timbul  akibat  ditetapkan  keputusan  ini
dibebankan    kepada    Anggaran    Pendapatan   `dan    Belanja
Daerah  Kabupaten  Pesisir Selatan pada Keaatan  Pcmbinaan
Disiplin   Aparaur    Sipil    Negara   Bedan    Kepegawaian    dan
Pengembangari   Sumbcr   Daya   Manu8ia   Kabupaten   Pesisir
Selatan.
Keputusari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di   Painan
Pada tanggal  06  Januan 2022
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Majclis  Pertimbangan  Pegawaj  dl
Lingkungan                    Pemerintah
Kabupaten  Pesisir Selatan,
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L5:I Kepala Badan Kepegawalan dan Pengen
Sumber Daya Manusia Kabu  aten Pe§i!

4. Asisten Administrasi Umum pada Sekr€
Daerah Kabuoaten Pesisir Selatan

15.I
Asisten Pemerintahan dan Kesejah-t-e-rig
pada Sekreta.riat Daerch Kabupaten Pet
Selatan

6. Kepala Batlan Hukum pada Sekretanal
KabuT)aten Pesisir Selatan

7. Sekl`ctari9 Badan KepegawalTan a-an--   --
PengcmbaLngan Sumber Daya Manusia
Pesisir Selatan

8. Kepala Bidang Pengembangan Kompete
: Penila]an Kineqa Aparatur Sipil Negara

mbangan
Selatan

etariat
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Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber
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10. inalis-§-DTirFintur/Anaiis Kepegawaian  Muda

pada     Badan   KepegawaAan   dan   Pengembangan
Sclatan._JfgLmJ2£Pa_\a_M_apusia
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11.     Afials  SDM  Aparatur/Analjs  Kepegawaian  Muda ,
pada      Badan   KepegawaJan   dan   Pengembaligan I

iSumberDa!.aMap_usiaKat2upa_te_q_P.e.§ls_i_rSglgqu+__
I 2.  i  Arialis SDM Aparatur/Analis Kepegawaran                   (

13.

14.

i Pertama/Fungsional Umum pada  Badari
i Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manus]a H~a_P_¥p.ater!  JJesi§ir Selatan
T Analis SDM Apamtur/Analis Kepegaw-alan
:  Pertama/Fungsional umum pada  BadanI Kepegau'alan dan Pengernbangan Sumt)er Daya

Manusia Kabupaten Pesisir Selatan-`^Analis SDM  Aparatur/Anal]s  Kepegawaian

Pertama/ Fungsional  Umum pada   Badain
Kepegav'aian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten  Pesisir Selatan
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